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ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang terus melakukan perbaikan publik baik dalam bidang
moneter, sosial, maupun kultur. Perbankan adalah salah satu jenis kemajuan Indonesia di
bidang keuangan di antara klien dan bank untuk bersaing dalam permodalan klien. Dalam
dunia keuangan, jalannya latihan tidak berjalan dengan baik 100%, ada hambatan selama
waktu yang dihabiskan untuk latihan yang biasanya disebut sebagai debat. Tujuan
perdebatan di dunia keuangan, khususnya perbankan syariah seharusnya dimungkinkan
secara jas dan non-kasus, namun sebenarnya masyarakat cenderung ke arah non-penuntutan
yaitu melalui diskresi. Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan dapat mengedukasi para
pembaca mengenai eksekusi tujuan debat non-perbankan, khususnya melalui jalur mediasi
sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Selain itu, artikel ini juga bermaksud untuk memberitahu pembaca dan memahami kekuatan
hukum diskresi dalam penyelesaian perdebatan perbankan syariah. Strategi yang digunakan
oleh penulis yang tercatat sebagai hard copy artikel ini adalah dengan menggunakan teknik
yuridis standarisasi, dengan berkonsentrasi pada buku-buku, peraturan dan pedoman, dan
laporan-laporan yang berhubungan dengan pemeriksaan ini. Pelaksanaan tujuan debat
melalui penegasan dalam dunia keuangan di sini sangatlah tepat, karena selain mengikuti
klasifikasi untuk kumpulan pertanyaan tersebut juga merupakan pelaksanaan yang
produktif dan sukses. Demikian juga keputusan memiliki kekuatan hukum yang terakhir
dan membeatasi.
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PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus menciptakan kemajuan publik di bidang
moneter, sosial dan alam. Perbaikan publik di Indonesia mulai ditemukan oposisinya,
khususnya di bidang moneter. Pada dasarnya, kemajuan Indonesia tidak dapat dipisahkan
dari cara berpikir yang melandasi penyelenggaraan negara dan negara, khususnya Pancasila
dan UUD 1945.2 Sebagai salah satu jenis gerakan yang membantu nasabah baik individual
ataupun perusahaan di daerah setempat pada bidang permodalan adalah perbankan.
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2 Etty Mulyati, Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan
Perekonomian Indonesia), (Bandung: Rafika Aditama, 2016), him.1.
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Perbankan merupakan salah satu Lembaga Nasional dan Internasional yang terus berlomba-
lomba membantu permodalan nasabah di Indonesia.

Bank pada dasarnya memiliki kapasitas utama, khususnya pekerjaan intermediasi, di
mana kegiatan menyalurkan aset klien dari penabung atau pemilik aset untuk membiayai
peminjam dengan bank sebagai perantara. Latihan-latihan dalam ranah perekonomian
Indonesia ini terus diciptakan® Namun, dalam jangka panjang, latihan keuangan Indonesia
semakin cepat dan kompleks sehingga akan melahirkan berbagai jenis partisipasi dalam
bisnis dengan metodologi dan siklus yang berbeda dalam menyelesaikan latihan bisnisnya.
Selama waktu yang dihabiskan latihan bisnis atau latihan bisnis, jelas, itu tidak berjalan
dengan baik 100% dari waktu, harus ada masalah di antara latihan ini, masalah ini biasanya
disebut pertanyaan.

Perdebatan dalam dunia keuangan secara komprehensif disebabkan oleh
berkembangnya isu-isu yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian atau perjanjian, seperti
wanprestasi, kondisi pemaksaan, dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, dalam
menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut, diperlukan suatu jawaban melalui rencana
permainan yang sah untuk penyelesaian debat perbankan yang dapat mengakomodasi,
memberikan pengaturan, dan lebih jauh lagi memberikan rasa keadilan pada pertemuan-
pertemuan interogasi, sehingga pertemuan-pertemuan tersebut dapat diselesaikan dengan
baik. Ada berbagai pilihan sah yang dilakukan sehubungan dengan tujuan pertanyaan,
secara spesifik, melalui pengadilan (proses gugatan) dan melalui saluran di luar pengadilan
(proses non-penuntutan, misalnya melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
melalui diskusi, pengaturan , syafaat, penenangan, atau bahkan penilaian utama.*

Proses penyelesaian sengketa secara litigasi, putusan di masyarakat dinilai belum
mencapai dan memuaskan banyak pihak, terutama para pihak yang bersengketa, karena
mengakibatkan putusan yang belum mampu mengakomodir kepentingan bersama. >
Terlebih lagi, proses tujuan debat di pengadilan menghabiskan banyak waktu dan mahal.
Hal ini dapat menimbulkan ketegangan bagi semua perkumpulan, baik lokal, klien, maupun
bank. Dengan asumsi Anda bergantung pada pengadilan sebagai pekerjaan untuk
menentukan pertanyaan, itu dapat mengganggu eksekusi bisnis bank. Dalam pengaturan
Pasal 1851 KUH Perdata¢, Pasal 1855 KUH Perdata’, dan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 Tentang dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, semua hal
dipertimbangkan, pertemuan suka memutuskan untuk memutuskan pertanyaan
menggunakan organisasi selain pengadilan seperti penegasan atau kompromi.

3 Pasal 1 butir 1 Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

4 Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

5 Karnaen Perwaatmaja, dkk., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005),
hlm.288.

¢ Pasal 1851 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi
bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu
perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara
tertulis.”

7 Pasal 1855 KUH Perdata yang berbunyi “Setiap pedamaian hanya mengakhiri perselisian-perselisihan yang
termaktub di dalamnya, entah para pihak merumuskan maksud mereka secara khusus atau umum, entah maksud
itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak dari apa yang tertulis itu”.
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Penyelesaian masalah moneter syariah di bidang perbankan syariah akan lebih
berhasil dan mabhir jika melalui intervensi daripada melalui pengadilan.® Penegasan di
Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian pertanyaan melalui penegasan, waktu lebih
cepat dan biaya yang cukup lebih dari penyelesaian perdebatan melalui pengadilan, oleh
karena itu, terhadap pilihan majelis arbitrase, obat lain yang sah tidak dapat diajukan.
Pilihan dewan arbitrase biasanya terakhir dan membatasi. Meskipun demikian, sebagai
aturan umum pilihan dapat dianggap konklusif dan membatasi dengan asumsi bahwa
perdebatan dapat dilaksanakan setelah terdaftar di pengadilan. Jika sidang tidak dapat
memenuhi eksekusi dengan sengaja, maka pada saat itu pemilihan dapat dilakukan
berdasarkan permintaan Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan salah satu sidang
pemeriksaan. Selain itu, hibah mediasi juga dapat disebutkan untuk dicoret ke Pengadilan
Negeri.?

Berbeda dengan kasus tujuan pertanyaan melalui penegasan sebagai aturan,
penyelesaian perdebatan perbankan syariah harus diselesaikan melalui kantor luar biasa,
khususnya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Tujuan debat melalui
BASYARNAS memiliki banyak manfaat bagi jagat perbankan syariah dibandingkan dengan
eksekutif hukum, misalnya penyelesaian diselesaikan secara langsung, cepat, tertutup, dan
selanjutnya menghasilkan pilihan pengaturan yang saling menguntungkan untuk
pertemuan. Hal ini diatur dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dapat
diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

METODE PENELITIAN

Dari segi informasi, pendekatan pemeriksaan ini menggunakan pendekatan yuridis
eksplorasi regularisasi. Sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan suatu Pendekatan
Penelitian, secara khusus pemeriksaan sah dilakukan dengan cara memeriksa bahan pustaka
atau informasi pilihan sebagai bahan yang penting untuk diteliti dengan mengarahkan
penelusuran pada pedoman dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.10
Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian normatif adalah informasi opsional
yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.!

Maka dalam tinjauan ini, ilmuwan yang menggunakan Metode Pendekatan
Penelitian Yuridis Normatif berencana untuk mengamati informasi yang terkait erat dengan
eksplorasi yang dipimpin oleh pencipta.

Rencana latihan yang dilakukan dalam ujian ini adalah memaparkan wawasan,
khususnya melakukan penggambaran hasil eksplorasi dengan informasi yang lengkap dan
seluk beluk seperti yang diharapkan. Apalagi pemeriksaan hasil eksplorasi dilakukan
dengan memanfaatkan regulasi dan spekulasi yang signifikan.

8 Sutan RemySjahdeini, Penyelesaian Sengketa Transaksi Perbankan Syariah melalui Arbitrase, (Jakarta,
2004), him.10
9 Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif
Penyelesaian Sengketa
10 Sperjono Soekanto & Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers,
Jakarta, 2014, him. 13-14
11 Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014,
him. 118
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Objek penelitian ini adalah bahwa masalah pertukaran bisnis online erat kaitannya
dengan pengaturan, hal ini terkait dengan banyaknya penggunaan pengaturan standar di
dunia bisnis, jadi kita harus mencari tahu pengaturan apa yang menjadi standar pengaturan
kontrak di web based. pertukaran bisnis. Umumnya mengenai pertimbangan pernyataan
absolusi (Exoneratie Clause).

Sumber informasi yang digunakan dalam pengujian ini adalah informasi opsional.
informasi tambahan adalah informasi yang diperoleh dari arsip yang benar, buku-buku
yang berhubungan dengan objek eksplorasi penelitian membawa tentang jenis laporan,
jurnal dan peraturan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

a.  Bahan Hukum Primer

Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum
yang bersifat membatasi dan terdiri dari kaidah-kaidah atau kaidah-kaidah
pokok, khususnya Pembukaan UUD 1945, pedoman-pedoman pokok, pedoman-
pedoman hukum, bahan-bahan hukum yang tidak diklasifikasikan, seperti
peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, pengaturan.!2

b.  Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan-bahan yang memberikan
penjabaran perihal bahan hukum primer, yang terdiri atas buku-buku, jurnal,
tulisan-tulisan ilmiah hukum, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian
ini.

c.  Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah penjabaran maupun penggambaran berkaitan
dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang asal mulanya
dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lainnya.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perbankan Secara Arbitrase Berdasarkan
Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa

Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan masyarakat, tentunya
memiliki berbagai pendekatan untuk menyelesaikan perdebatan yang terjadi. Pada
umumnya, masyarakat setempat menyelesaikan perdebatan melalui pemikiran dan biasanya
melibatkan senior biasa atau orang tua sebagai perantara atas pertanyaan yang mereka
hadapi.

Seiring dengan kemajuan dunia keuangan, khususnya di Indonesia, terdapat potensi
perdebatan di dunia keuangan menjadi bentrokan yang berlarut-larut. Ini biasanya
mencakup pertemuan yang berbeda, khususnya bank yang sebenarnya dan klien bank.
Meskipun kebebasan nasabah telah dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun masih terdapat ketentuan dan
pedoman mengenai tata cara penyelesaian masalah perbankan. Penyelesaian perdebatan di
dunia keuangan dapat diselesaikan dengan gugatan dan non-penuntutan. Namun, pada
kenyataannya, individu lebih terbuka untuk menggunakan saluran non-jas sebagai tujuan
debat karena dianggap lebih mahir dan lebih layak dalam pelaksanaannya. Dalam siklus
penuntutan, pengumpulan pertanyaan biasanya bertentangan satu sama lain, sehingga
interaksi ini menghabiskan sebagian besar hari. Selain itu, tujuan pertanyaan setelan

12Sperjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. Perihal Penelitian Hukum.Alumni.Bandung, 1979, him. 151-152.
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biasanya tidak memberikan hasil yang diinginkan oleh pertemuan, itu juga membutuhkan
biaya yang cukup besar karena siklusnya terlalu panjang.

Tidak jarang prosedur penanganan sengketa dengan cara litigasi yang sifatnya
terbuka bagi publik, yang di mana tak adanya jaminan rahasia bagi pihak yang
bersengketa.1® Hal ini akan membuat perdebatan di dunia keuangan Indonesia yang
seharusnya diklasifikasikan, menjadi tersedia untuk seluruh penduduk. Apabila suatu
perdebatan di dunia keuangan diselesaikan melalui pengadilan negara dan kemudian
dilontarkan, maka akan berdampak negatif di dunia keuangan. Pedoman kerahasiaan sangat
penting dalam perdebatan di dunia keuangan, karena ada banyak nama bank yang telah
dijalankan, serta kualitas terkenal dalam latihan keuangan ini. Dengan demikian, sejauh
tujuan perdebatan di dunia keuangan, penting untuk memanfaatkan berbagai upaya yang
saat ini sangat berkembang di arena publik, misalnya, melalui Alternatif Penyelesaian
Sengketa (APS) yang tidak sesuai atau diluar pengadilan.

Pilihan Penyelesaian Sengketa (APS) adalah salah satu upaya untuk menyelesaikan
perdebatan di luar pengadilan (non-penuntutan). Ada beberapa jenis penanganan perkara
dengan cara non litigasi, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, kosiliasi, arbitrase, good
offices, mini trial, summary jury trial, rent a judge, dan juga med arb.* Melihat Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, yang menjelaskan bahwa penegasan adalah suatu pendekatan untuk
menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan umum di luar pengadilan, yang bergantung pada
pengaturan tersusun yang dibuat oleh pertemuan-pertemuan interogasi.

Komponen APS menurut UU APS di sini menyatakan bahwa majelis dapat memilih
perantara, konsiliator, dan hakim sebagai pihak yang menengahi, dengan cara ini menjamin
nonpartisan yang dipandang signifikan dalam upaya mencapai tujuan debat. Majelis juga
diperbolehkan untuk memilih hukum yang akan diterapkan pada debat, hal ini membuat
perkumpulan tidak pernah lagi takut dan memasukkan hukum yang cukup besar dari
lingkungan tertentu. Selain itu, melalui komponen non-kasus ini, kerahasiaan dalam
gugatan dapat membantu melindungi pertemuan dari hal-hal yang dapat negatif terhadap
tujuan debat.’s

Menurut Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Saat ini disebutkan
bahwa pertanyaan yang dapat diselesaikan melalui penegasan hanyalah perdebatan di area
pertukaran dan sehubungan dengan kebebasan yang menurut regulasi dan regulasi dibatasi
oleh pertemuan tanya jawab. Sementara itu, Lembaga Arbitrase sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah lembaga yang hanya
dipilih oleh majelis-majelis untuk memberikan pilihan terhadap perdebatan, dan dapat
memberikan penilaian yang membatasi dalam hal hubungan yang sah terkait dengan isu-isu
yang muncul dari orang miskin yang bersangkutan.

Mediasi dikenal di Indonesia bersamaan dengan pelaksanaan Reglement operation de
Rechtsvordering (RV) dan Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Rechtstreglement

13 Iswi Hariyani, Citra Yustisia Serfiana, R.Serfianto D.Purnomo, “Penyelesaian Sengketa Bisnis : Litigasi,
Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjukasi, Arbitrase, dan Penyelesaian Sengketa
Daring”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2018), hlm.46.
14 Ros Angesti Anas Kaphinda, Salvatia Dwi M, dan Winda Rizky Febrina, “Efektifitas dan Efisiensi
Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia”, Private
Law 12, No.4, 2014, him 7.
15 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2006), him.1

2512



Tiyas Amelina, Nadila Septyani Putriagustin | Pelaksanaan Mekanisme Alternatif Penyelesaian............... (Hal 2508-2517)

Bitengewesten (RBg), dengan alasan pada awalnya intervensi ini diatur dalam Pasal RV 615
j.o Pasal 651.16 Meskipun demikian, pengaturan-pengaturan tersebut telah diperbaiki atau
pada saat ini tidak substansial di Indonesia, namun diskresi itu sendiri sampai saat ini
memiliki pengaturan unik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa ditetapkan dan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1999 di Indonesia.l” Dengan
hadirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, maka pedoman pelaksanaan putusan arbitrase publik yang
dilaksanakan secara kelembagaan oleh BANI sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar
BANI dan Peraturan Tata Tertib BANI saat ini menjadi tidak substansial sepanjang hal itu
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Pelaksanaan tujuan debat dengan intervensi sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, para mufakat memiliki pilihan untuk menuntut
penilaian dari organisasi mediasi tentang hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian
tanpa pertanyaan. hakim dapat memberikan penilaian yang membatasi. ¥ Dengan
menawarkan sudut pandang oleh lembaga mediasi, kedua pemain terikat pada organisasi
dan dengan asumsi salah satu pertemuan bertindak bertentangan dengan penilaian itu, itu
akan dianggap telah menyalahgunakan pemahaman. Apalagi terhadap penilaian yang
membatasi, tidak ada upaya hukum atau perlawanan yang dapat diajukan, baik
permohonan maupun kasasi.!?

Sementara itu, pelaksanaan kehormatan arbitrase secara luas diatur dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 59-64 yang menyatakan bahwa pada dasarnya
perkumpulan-perkumpulan di sini harus melaksanakan kehormatan dengan sengaja. Untuk
pilihan yang akan dieksekusi pada kesempatan paling awal, mengingat fakta bahwa pilihan
harus diajukan dan didaftarkan pada agen pengadilan wilayah. Dengan mendaftarkan dan
menyerahkan lembar pertama atau duplikat dari surat pernyataan yang diberikan oleh
penguasa atau perantaranya, dalam waktu 30 hari setelah pilihan diucapkan oleh
pengadilan wilayah. Kehormatan arbitrase di sini adalah sebagian besar otonom, terakhir
dan membatasi dengan tujuan bahwa eksekutif pengadilan daerah tidak diizinkan untuk
memeriksa alasan atau pertimbangan pilihan. Keahlian dalam pemeriksaan oleh Ketua
Pengadilan Negeri sangat terbatas pada penilaian yang tepat atas hibah mediasi yang
diberikan oleh otoritas atau majelis arbitrase.

Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan
Syariah

Penyelesaian persoalan perbankan syariah secara musyawarah dapat diselesaikan
dengan penuntutan (melalui pengadilan) atau non-perkara (di luar pengadilan). Memang,
masyarakat umum sebagian besar suka menggunakan pengalihan yang tidak sesuai dalam

16 Serena Ghean Niagara,Candra Nur Hidayat, “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, 2000, Vol.7, No.1, hIm.89.
17 Ibid, hlm.87.
18 Suyud Margono, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)”, (Bogor : Ghalia
Indonesia, 2010), hlm.163.
19 Ibid.
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menyelesaikan pertanyaan, mengingat tujuan debat untuk dunia keuangan. Penyelesaian
melalui jalur non-perkara diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi merupakan langkah tepat dalam
menyelesaikan perdebatan moneter syariah di bidang perbankan syariah. Intervensi
dikenang untuk kesepahaman kesepakatan yang esensial bagi kesepakatan atau kesepakatan
yang berbeda.? Selain lebih berhasil dan efektif, penyelesaian melalui diskresi lebih cepat
dan biaya lebih memuaskan daripada penyelesaian melalui pengadilan. Pilihan yang dibuat
melalui kursus mediasi ini bersifat meyakinkan dan membatasi, dan dengan asumsi bahwa
pilihan tersebut telah dinyatakan oleh dewan arbitrase, tidak ada penyembuhan lain yang
sah yang dapat diambil.

Menurut R. Subekti, diskresi ini adalah penyelesaian suatu perkara oleh seorang atau
beberapa pejabat (wasit) yang disebut bersama oleh perkumpulan ke penuntutan tanpa
diselesaikan melalui pengadilan.?! Tidak seperti halnya persoalan tujuan melalui diskresi
pada umumnya, penyelesaian perdebatan perbankan syariah harus diselesaikan melalui
suatu organisasi yang unik, khususnya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, asersi kelembagaan (organisasi intervensi) di Indonesia tergabung dalam Badan
Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dan
sifatnya sangat tahan lama.22 BASYARNAS adalah organisasi diskresi yang melibatkan
syariah Islam dalam menyelesaikan perdebatan moneter syariah yang muncul dalam latihan
muamalah.

BASYARNAS memiliki pengaruhnya sendiri dalam menyelesaikan perdebatan
keuangan syariah yang harus didasarkan pada pemahaman intervensi yang dibuat sebagai
salinan cetak oleh pertemuan sebelum pertanyaan itu terjadi. Interaksi penyelesaian itu
sendiri dalam akta perjanjian harus ada pernyataan yang menyatakan bahwa persoalan
antara kedua perkumpulan tersebut diselesaikan melalui BASYARNAS. Melihat pengaturan
tersebut, menyiratkan bahwa pengadilan tidak memiliki posisi untuk menganalisis,
mengadili, bahkan menyelesaikan pertanyaan yang telah dibatasi oleh pemahaman asersi.
Pengertian dalam diskresi juga dapat dibuat setelah terjadi perdebatan antara kedua majelis,
sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang memberikan
beberapa keadaan yang lebih tegas, karena dalam hal demikian salah satu keadaan tidak
terpenuhi maka pengaturan mungkin tidak sah dan batal.

Hibah diskresi mempunyai kekuatan hukum yang mengandung arti bahwa
kehormatan harus dilaksanakan setelah pilihan disampaikan atas permintaan Ketua
Pengadilan Negeri sesuai dengan salah satu sidang pemeriksaan, setelah terpenuhinya
kebutuhan-kebutuhan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan
pedoman. 2 Sehubungan dengan tempat pemberian intervensi BASYARNAS untuk
penyelesaian perdebatan perbankan syariah, bersifat otonom, terakhir, dan membatasi bagi
perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai kekuatan legitimasi yang lama sehingga
ketua pengadilan di sini tidak boleh melihat dengan alasan atau pertimbangan yang sah dari

20 Anik Entriani, Arbitrase Dalam Sistem Hukum di Indonesia, 2017, Vol.03, No.02, hlm.288.
21 R.Subekti, Arbitrase Perdangangan, (Bandung:Bina Cipta, 1979), hlm.3.
2 Sudjiarto, Zaeni Asyhadie, “"Mengenal Arbitase (Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)”,
(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), him.161.
2 Jessicha Tengar Pamolango, Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian
Sengketa, 2015, Vol.II, No.01, him.152.

2514



Tiyas Amelina, Nadila Septyani Putriagustin | Pelaksanaan Mekanisme Alternatif Penyelesaian............... (Hal 2508-2517)

pilihan BASYARNAS. Pilihan itu harus dipatuhi dan dilakukan dengan sengaja oleh
perkumpulan-perkumpulan. Dalam hal majelis tidak menyelesaikan pilihan dengan sengaja,
maka pada saat itu menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan
bahwa, jika majelis tidak melaksanakan penetapan hibah dengan sengaja, pilihan dapat
dilaksanakan atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan salah satu sidang
yang bersangkutan. perdebatan. Pelaksanaan pilihan diskresi dapat dilakukan oleh
Pengadilan Negeri, akan tetapi pengadilan daerah disini mempunyai kekuasaan yang dapat
menimbulkan keuntungan dan kerugian dari daerah setempat.2*

Melihat keuntungan dan kerugian yang terjadi secara lokal, Mahkamah Agung
memberikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Oktober 2008, yang berisi
tentang kuasa untuk melakukan pilihan mediasi di bidang perbankan syariah. SEMA
menyatakan bahwa posisi untuk melakukan eksekusi pilihan BASYARNAS jika salah satu
majelis tidak menyelesaikan pilihannya dengan sengaja adalah Pengadilan Agama.
Kedudukan untuk melakukan eksekusi pilihan BASYARNAS tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan peraturan luar
biasa (lex Specialis) yang mengatur tujuan persoalaan dalam ekonomi syariah dan akan
membatalkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
alasan bahwa undang-undang itu bersifat umum (lex generalis).>

PENUTUP
Kesimpulan
1. Penyelesaian perdebatan di dunia keuangan dapat diselesaikan secara case dan
non-suit. Namun, sebagai aturan umum, individu lebih terbuka untuk
memanfaatkan saluran non-setelan sebagai tujuan pertanyaan karena dipandang
lebih produktif dan lebih kuat dalam pelaksanaannya. Secara teratur proses
tujuan debat gugatan tersedia untuk masyarakat umum, jadi tidak ada jaminan
privasi untuk pertemuan interogasi. Standar privasi sangat penting dalam
perdebatan di dunia keuangan, karena ada banyak nama bank yang telah
dijalankan, serta kualitas tinggi dalam latihan keuangan ini. Oleh karena itu,
sejauh menyangkut tujuan dalam dunia keuangan, penting untuk memanfaatkan
berbagai upaya yang saat ini sangat berkembang di mata masyarakat, misalnya
melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang tidak sesuai atau tidak
sesuai pengadilan. Pelaksanaan tujuan pertanyaan dengan intervensi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999,
pertemuan-pertemuan untuk suatu kesepakatan memiliki pilihan untuk
menuntut penilaian dari penetapan pernyataan tentang hubungan-hubungan
hukum tertentu dari suatu kesepahaman tanpa perdebatan mediator dapat
memberikan penilaian yang membatasi. Juga terhadap penilaian yang
membatasi, tidak dapat diajukan upaya penyembuhan atau perlawanan yang
sah, baik permohonan maupun kasasi. Sementara itu, pelaksanaan kehormatan
arbitrase secara luas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal

% Zaid Alfauza Marpaung, S.H., M.H., Kedudukan Hukum Putusan Badan Arbitrase Syariah nasional
Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Sistem Peradilan Indonesia, 2017, Vol.05, No.02,
hlm.139.
2 Ibid, him.140.
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59-64 yang menyatakan bahwa pada dasarnya perkumpulan-perkumpulan di
sini harus melaksanakan kehormatan dengan sengaja. Sehingga pilihan bisa
cepat dieksekusi.

2. Kebijaksanaan merupakan langkah tepat dalam menyelesaikan perdebatan
keuangan syariah di bidang perbankan syariah. Selain lebih berhasil dan
produktif, penyelesaian melalui penegasan lebih cepat dan biaya lebih
memuaskan daripada penyelesaian melalui pengadilan. Pilihan yang dibuat
melalui kursus penegasan ini bersifat konklusif dan membatasi, dan dengan
asumsi pilihan telah diungkapkan oleh dewan arbitrase, tidak ada penyembuhan
sah lainnya yang dapat diambil. Sama sekali tidak seperti kasus dengan tujuan
pertanyaan melalui penegasan pada umumnya, penyelesaian perdebatan
perbankan syariah harus diselesaikan melalui kantor khusus, khususnya Badan
Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Hibah mediasi mempunyai kekuatan
legitimasi yang mengandung arti bahwa kehormatan harus dilaksanakan setelah
pilihan disampaikan sesuai permintaan Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan
salah satu pertemuan pertanyaan, setelah memenubhi prasyarat yang ditentukan
dalam peraturan dan pedoman. . Pilihan itu harus dipatuhi dan dilaksanakan
dengan sengaja oleh majelis. Dalam hal perkumpulan tidak melakukan
pemilihan dengan sengaja, maka sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999.

Saran

Saya sebagai penulis esai di sini memiliki gagasan bahwa otoritas publik di sini lebih
banyak menyajikan dan memupuk kerangka tujuan debat melalui saluran non-kasus,
terutama melalui intervensi kepada publik sehingga individu di sini akan menyadari bahwa
misalnya tujuan pertanyaan umumnya tidak melalui pengadilan (kasus). Hal ini
dikarenakan kerangka tujuan debat melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan) memiliki
banyak kelebihan dan manfaat, misalnya lebih mahir dan berhasil serta menghemat biaya
dan waktu dalam penyelesaiannya dibandingkan dengan melalui pengadilan.
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